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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasakan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten 
Murung Raya masih sangat kurang dan cenderung pasif. Proses pembentukan 
peraturan daerah yang terdaftar dilegislasi daerah lebih banyak dari hak 
inisiatif dewan. Masyarakat sendiri masih terlalu pasif dan bahkan banyak 
masyarakat tidak tau mengenai peraturan yang berlaku di daerah Kabupaten 
Murung Raya. Peraturan daerah di Kabupaten Murung Raya masih sering 
mengadopsi peraturan daerah lain yang kondisi dari segi geografis, dan adat 
istiadat masyarakat yang hampir mirip dengan kondisi Kabupaten Murung 
Raya. Tidak adanya masukan langsung dari masyarakat untuk turut 
berpartisipasi dalam membahas hal-hal apa saja yang dapat dimuat dalam 
suatu peraturan daerah, serta untuk duduk bersama dengan legislatif, guna 
membahas serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di 
Kabupaten Murung Raya melalui peraturan daerah yang dibuat secara 
partisipastif. 
2. Kendala yang menjadi penyebab kurangnya minat partisipasi masyarakat 
dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Murung Raya Kalimantan 
Tengah masih belum bisa berjalan dengan baik dikarenakan oleh faktor warga 
 
 
 masyarakat sendiri yang tidak mengetahui pentingnya partisipasi dan 
kurangnya tingkat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Murung Raya, 
serta faktor dari luar masyarakat seperti infrastruktur yang masih kurang 
memadai mengakibatkan masyarakat tidak berpartisipasi dalam pembentukan 
peraturan daerah misalnya transportasi yang sulit. Pelaksanaan partisipasi 
masyarakat tidak efektif, karena tidak adanya mekanisme yang jelas bagi 
masyarakat untuk ikut berpartisipsasi. Ketidak tahuan masyarakat dalam hal 
pentingnya berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah yang gunanya 
untuk mengatur masyarakat daerah itu sendiri agar lebih sejahtera. 
Kecenderungan masyarakat yang masih beranggapan segala hal yang 
berkaitan dengan kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten 
Murung Raya bukan merupakan urusan dari masyarakat sendiri, ini 
dikarenakan ketidak tahuan masyarakat dalam turut serta menjalankan 
pemerintahan yang baik.  
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam partisipasi masyarakat 
dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Murung Raya yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini masih belum berjalan dengan baik. 
Pemerintah daerah masih kurang dalam memberikan penyuluhan maupun 
pembekalan bagi masyarakat kabupaten Murung Raya terutama yang terkait 
dengan pembentukan peraturan daerah, disisi lain juga DPRD kabupaten 
Murung Raya  sudah berupaya untuk memfasilitasi masyarakat agar turut 
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berpartisipasi, tetapi minat dari masyarakat yang sangat rendah untuk 
berpartisipasi. 
B. Saran 
1. Pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya perlu memberikan pembelajaran 
politik kepada masyarakat agar lebih aktif seperti memberikan penyuluhaan 
langsung kepada masyarakat mengenai rancangan peraturan daerah yang akan 
dibahas, agar masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan kepada 
pemerintah dalam penyuluhan. Keterbukaan serta kerjasama pemerintah dan 
masyarakat untuk bersama-sama menjalankan pemeritahan yang baik demi 
kesejahteraan masyarakat daerah. 
2. Pengembangan sumber daya manusia perlu ditingkatkan lebih baik lagi guna 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada agar berkualitas, 
seperti dengan meningkatan tingkat serta kualitas pendidikan masyarakat 
dengan bersekolah, serta perlu adanya pembangunan infrastruktur yang lebih 
baik seperti pembangunan jalan dan jembatan yang baik sebagai akses bagi 
masyarakat agar lebih mudah. 
3. Guna mengatasi masalah masyarakat yang seringkali tidak mengetahui serta 
memahami hak-haknya berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah 
ini diperluka dengan melakukan optimalisasi komunikasi hukum melalui 
penyuluhan dan menghidupkan kembali fungsi dari organisasi masyarakat, 
serta mengundang masyarakat secara rutin apabila terdapat pembahasan 
rancangan peraturan daerah, baik pada tahap penyusunan perencanaan 
 
 
 pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, maupun dalam 
pembahasan rancangan peraturan daerah sampai dengan penegakan produk 
hukum daerah. Masyarakat perlu diberi informasi mengenai rancangan 
peraturan daerah kepada masyarakat Kabupaten Murung Raya, dalam 
melakukan komunikasi dan edukasi di setiap proses pembentukan rancangan 
peraturan daerah kepadapa masyarakat Kabupaten Murung Raya, pemerintah 
daerah sebaiknya melakukan dengar pendapat antara pemerintah daerah, 
DPRD dan masyarakat Kabupaten Murung Raya. 
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